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PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI BADAN

USAHA MILIK NEGARA NOMOR PER-09/MBU/07/2015
TENTANG PROGRAM KEMITRAAN DAN PROGRAM BINA

LINGKUNGAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

(Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara R.I
Nomor PER-02/MBU/7/2017, tanggal 5 Juli 2017)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a.

bahwa untuk mendorong percepatan kemandirian
usaha mikro dan kecil dalam rangka mewujudkan

masyarakat adil, makmur dan merata maka per-

lu dilakukan pengembangan dan pemberdayaan
usaha mikro dan kecil baik melalui akses permo-

. dalan, manajemen maupun kegiatan lainnya;

bahwa Badan Usaha Milik Negara sesuai dengan
salah satu maksud dan tujuan pendiriannya yaitu
‘memberikan bimbingan dan bantuan kepada pen-
gusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan
masyarakat, telah terlibat secara langsung dalam
program pengembangan dan pemberdayaan
usaha mikro dan keci! melalui Program Kemitraan
namun belum optimal dalam penyalurannya;

bahwa untuk lebih mengoptimalkan penyaluran |
dan peningkatan manfaat dana Program Kemi-

traan BUMN, termasuk kepada usaha mikro,
sebagai salah satu upaya dalam pengembangan
dan pemberdayaan usaha rakyat guna menca-
pai tujuan sebagaimana dimaksud dalam huruf
a, perlu melakukan penyempurnaan terhadap
Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara
NomorPER-09/MBU/07/20156 tentang Program
Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan
Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-03/
MBU/12/20186;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaima-

na dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf :

¢, perlu menetapkan Peraturan Menteri Badan
Usaha Milik Negara tentang Perubahan KeduaA-
tas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara
Nomor PER-O9/MBU/O7/2015 Te itang Program

Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan
Usaha Milik Negara;

Mengingat :

1.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang
Badan Usaha Milik Negara ({Lembaran Negara Re-
publik Indonesia Tahun 2003 Nomar 70, Tamba-
han Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4297);

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas {Lembaran Negara Repub-
lik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tamba-
han Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4756);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003
tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas dan Ke-
wenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan
Persercan (Persero), Perusahaan Umum {(Perumj}
dan’ Perusahaan Jawatan (Perjan} kepada Men-
teri Negara Badan Usaha Milik Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indo-
nesia Nomaor 4305);

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005
tentang Pendirian, Pengur‘usan, Pengawasan dan
Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (Lemba-
ran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 No-
mor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4556);

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Kementerian Negara {Lembaran Nega-
ra Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2015 ten-
tang Kementerian Badan Usaha Milik Negara
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 76} sebagaimana telah diubah den-
gan Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2017
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
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2017 Nomor 74);

7. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara
Nomor PER-09/MBU/O7/2015 tentang Pro-
gram Kemitraan dan Program Bina Lingkungan
Badan Usaha Milik Negara (Berita Negara Re-
publik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1928} se-
bagaimana telah diubah dengan Peraturan Men-

teri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-Q3/ |

MBU/12/2016;
MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEG-
ARA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PER-
ATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA

NOMOR PER-09/MBU/07/2015 TENTANG PROGRAM

KEMITRAAN DAN PROGRAM BINA LINGKUNGAN
BADAN USAHA MILIK NEGARA.

Pasal |
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Men-

- teri Badan Usaha Milik MNegara Nomor PER-09/

MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Pro-

| gram Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara
{Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor |

1928) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-0O3/
MBU/12/20186, diubah sebagai berikut: '

1. Menambahkan 2 (dua} angka baru pada Pasal 1
yakni angka 16 dan angka 17, sehingga Pasal 1
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud
dengan :

1. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya
disebut BUMN adalah badan usaha yang se-
luruh atau sebagian besar modalnya dimiliki
oleh negara melalui penyertaan secara lang-
sung yang berasal dari kekayaan negara yang
dipisahkan.

2. Perusahaan Perseroan yang selanjutnya dise-
but Persero adalah BUMN vyang berbentuk
perseroan terbatas yang modalnya terbagi
dalam saham yang seluruh atau paling sedikit
51% f{lima puluh satu persen) sahamnya di-

miliki oleh Negara Republik Indonesia yang

tujuan utamanya mengejar‘ keuntungan.

10.

11.

12.

13.

Perusahaan Perseroan Terbuka yang selanjut-
nya disebut Persero Terbuka adalah Persero
yang modal dan jumlah pemegang sahamnya
memenuhi kriteria tertentu atau Persero yang
melakukam penawaran umum sesuai dengan
ketentuan peraturan perundangundangan di
bidang pasar modal.

Perusahaan Umum yang selanjutnya disebut
Perum adalah BUMN yang seluruh modalnya
dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham,
vang bertujuan 'untuk kemanfaatan umum

berupa penyediaan barang dan/atau jasa |

yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar
keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan
perusahaan.

Menteri adalah Menteri Badan Usaha Milik
Negara.

Program Kemitraan BUMN yang selanjutnya
disebut Program Kemitraan adalah program
untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil
agar menjadi tanggyh dan mandiri.

Program Bina Lingkungan yang selanjutnya
disebut Program BL adalah program pember-
dayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN.
Usaha Kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat
yang berskala kecil dan memenuhi kriteria

" kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan

serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam
Peraturan Menteri ini.

Mitra Binaan adalah Usaha Kecil yang
mendapatkan pinjaman dari Program Kemi-
traan.

BUMN Pembina adalah BUMN yang melak-
sanakan Program Kemitraan dan/atau Pro-
gram BL.

Unit Program Kemitraan dan Program BL
adalah unit organisasi khusus yang menge-
lola Program Kemitraan dan Program BL yang
merupakan bagian dari BUMN
Pembina.

Beban Operasional adalah beban pelaksanaan
operasi unit Program Kemitraan dan Program
BL di luar beban pegawai.

Beban Pembinaan adalah beban kegiatan
bimbingan dan/atau bantuan perkuatan untuk
menumbuhkan dan meningkatkan kemam:
puan Mitra Binaan menjadi usaha yang tang-
guh dan mandiri.

arganisasi
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15.

16.
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Kualitas Pinjaman adalah status kondisi pinja-
man yang terdiri dari pinjaman lancar, pinja-
man kurang lancar, pinjaman diragukan dan
pinjaman macet.

Pemulihan Pinjaman adalah usaha untuk
memperbaiki Kualitas Pinjaman kurang lan-
car, pinjaman diragukan dan pinjaman macet
agar menjadi lebih baik kategorinya.

Anak Perusahaan BUMN adalah perseroan

terbatas yang sebagian besar sahamnya di- |
miliki oleh BUMN atau persercan terbatas |

yang dikendalikan oleh BUMN.

Perusahaan Terafiliasi BUMN adalah perse-
roan terbatas yang sebagian besar sahamnya
dimilliki oleh Anak Perusahaan BUMN, gabun-

* gan Anak Perusahaan BUMN, atau gabungan

Anak Perusahaan BUMN dengan BUMN, atau
perseroan terbatas yang dikendalikan oleh
Anak Perusahaan BUMN, gabungan Anak Pe-
rusahaan BUMN, atau gabungan Anak Peru-
sahaan BUMN dengan BUMN.

2. Ketentuan ayat (1) huruf f dan huruf g Pasal 3 di-
ubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

(1}

Pasal 3

Usaha Kecil yang dapat ikut serta dalam Pro-

gram Kemitraan adalah sebagai berikut :

a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak
Rp500.000.000,00 {lima ratus juta rupiah)
tidak termasuk tanah dan bangunan tempa-
tusaha, atau memiliki hasil penjualan tahu-
nan paling banyak Rp2.500.000.000,00

* (dua miliar lima ratus juta rupiah);

b. milikWarga Negara Indonesia;

¢. berdiri sendiri, bukan merupakan anak pe-
rusahaan atau cabang perusahaan yang
dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik
langsung maupun tidak langsung dengan
usaha menengah atau usaha besar;

d. berbentuk usaha orang perseorangan,
badan usaha yang tidak berbadan hukum,
atau badan usaha yang berbadan hukum,
termasuk usaha mikro dan koperasi;

e. mempunyai potensi dan prospek usaha
untuk dikembangkan;

f. telah melakukan kegiatan usaha minimal 6
{enam) bulan; dan

g. belum memenuhi persyaratan perbankan

(2)

atau Lembaga Keuangan Non Bank.
Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat

-{1) huruf f, tidak berlaku bagi usaha kecil

yang baru dibentuk atau berdiri atas inisiatif
BUMN Pembina sebagai bagian dari Pragram
Kemitraan BUMN Pembina.

3. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 7 diubah,
sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

m

(2)

(3

Pasal 7
BUMN Pembina dalam mengeptimalkan dan
kelancaran pelaksanaan Program Kemitraan
dan Program BL, dapat bekerjasama dengan
BUMN lain, Anak Perusahaan BUMN dan/
atau Perusahaan Terafiliasi BUMN untuk pe-
nyaluran Program Kemitraan dan Program BL
BUMN Pembina tersebut yang selanjutnya
disebut penyalur.
Kerjasama tersebut harus dituangkan dalam
perjanjian yang memuat hak dan kewajiban
masing-masing pihak.
BUMN Pembina harus tetap memonitor pelak-
sanaan Program Kemitraan dan Program BL
yang dilaksanakan oleh penyalur untuk me-
mastikan tercapainya tujuan pelaksanaan
program yang direncanakan.

Ketentuan ayat (2} Pasal 9 diubah, sehingga Pas-

al 9 berbunyi sebagai berikut:

(1

Pasal 9

Dana Program Kemitraan disalurkan dalam

bentuk :

a. pinjaman untuk membiayai modal kerja
dan/atau pembelian aset tetap dalam
rangka meningkatkan produksi dan pen-
jualan;

b. pinjaman tambahan untuk membiayai ke- |

butuhan yang bersifat jangka pendek un-

tuk memenuhi pesanan dari rekanan usaha

Mitra Binaan;

c. Beban Pembinaan:

1. Untuk membiayai pendidikan, pelati-
han, pemagangan, pemasaran, promo-
si, dan hal-hal lain yang menyangkut
peningkatan produktivitas Mitra Bi-
naan serta untuk pengkajian/penelitian
vang berkaitan dengan Program Kemi-
traan;
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2. Beban Pembinaan bersifat hibah dan be-
sarnya paling banyak 20% (dua puluh
persen) dari dana Program Kemitraan
yvang disalurkan pada tahun berjalan;
dan :

3. Beban Pembinaan hanya dapat diberi-
kan kepada atau untuk kepentingan Mi-
tra Binaan.

(2) Jumlah pinjaman untuk setiap Mitra Bi-

n

aan dari Program Kemitraan paling banyak

Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah),
kecuali pinjaman sebagaimana dimaksud

p
d

ada ayat (1) huruf b yang jumlahnya dapat '

isesuaikan dengan kebutuhan.

(3) Dana Program BL disalurkan dalam bentuk:

a
b

j= o]

b+

. bantuan korban bencana alam;

. bantuan pendidikan, dapat berupa pelati-
han, prasarana dan sarana pendidikan;

. bantuan peningkatan kesehatan;

. bantuan pengembangan prasarana dan/
atau sarana umum;

. bantuan sarana ibadah;

. bantuan pelestarian alam;dan/atau

. bantuan sosial kemasyarakatan dalam
rangka pengentasan kemiskinan, termasuk
untuk:

1. elektrifikasi di daerah yang belum ter-
aliri listrik;

2. penyediaan sarana air bersih;

3. penyediaan sarana Mandi Cuci Kakus; .

4. bantuan pendidikan, pelatihan, pema-
gangan, promosi, dan bentuk bantuan
lain yang terkait dengan upaya pening-
katan.kemandirian ekonomi usaha kecil
selain Mitra Binaan Program Kemitraan;

5. perbaikan rumah untuk masyarakat ti-
dak mampu;

6. bantuan pembibitan untuk pertanian,
peternakan dan perikanan; atau

7. bantuan peralatan usaha.

5. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 11 diubah,
sehingga Pasal 11berbunyi sebagai berikut:

1. nama dan alamat unit usaha;

2. nama dan alamat pemilik/pengurus unit
usaha;

3. bukti identitas diripemilik/pengurus;

4. bidang usaha;

b. izin usaha atau surat keterangan usaha
dari pihak yang berwenang;

6. perkembangan kinerja usaha (arus kas,
perhitungan pendapatan dan beban,
neraca atau data yang menunjukkan ke-
adaan keuangan serta hasil usaha);

7. rencana usaha dan kebutuhan dana; |
dan

8. Surat Pernyataan tidak sedang menjadi |
Mitra Binaan BUMN Pembina lain;

. ketentuan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a angka 6), tidak diwajibkan bagi
calon Mitra Binaanyang dibentuk atau |
berdiri ° sebagai pelaksanaan program
BUMN Pembina, khusus untuk pengajuan |
pertama kali;

. BUMN Pembina atau penyalur melak-

sanakan evaluasi dan seleksi atas permo-
honan yang diajukan oleh calon Mitra Bi-
naan; '

. dalam hal BUMN Pembina atau penyalur

mempercleh calon Mitra Binaan yang po-
tensial, sebelum dilakukan perjanjian pin-
jaman, calon Mitra Binaan tersebut harus
terlebih dahulu menyelesaikan proses ad-
ministrasi terkait dengan rencana pembe-
rian pinjaman oleh BUMN Pembina atau
penyatur bersangkutan;

. pemberian pinjaman kepada calon Mitra |

Binaan dituangkan dalam surat perjanjian/ |

kontrak yang paling sedikit memuat:

1. nama dan alamat BUMN Pembina atau
penyalur dan Mitra Binaan; -

2. hak dan kewajiban BUMN Pembina atau
penyalur dan Mitra Binaan;

3. jumliah pinjaman dan peruntukannya;dan |

4. syarat pinjaman (paling sedikit jangka -
waktu pinjaman, jadwal angsuran po-

Pasal 11 kok dan jasa administrasi pinjaman);
(1) Tata cara penyaluran pinjaman dana Program . BUMN Pembina atau Penyalur dilarang |
Kemitraan: memberikan pinjaman kepada calon Mitra

. calon Mitra Binaan menyampaikan rencana
dan/atau proposal kegiatan usaha kepada

Binaan yang menjadi Mitra Binaan BUMN
Pembina lain. 5

BUMN Pembina atau penyalur, dengan {2) Besarnya jasa administrasi pinjaman dana Pro-
memuat paling sedikit data sebagai beri- gram Kemitraan sebesar3% (tiga persen) per
kut: tahun dari saldo pinjaman awal tahun atau
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ditetapkan lain oleh Menteri.

{3} Apabila pinjaman/pembiayaan diberikan ber-
dasarkan prinsip jual beli maka proyeksi mar-
jin yang dihasilkan disetarakan dengan marjin
sebesar jasa administrasi sebagaimana dimak-
sud pada ayat {2).

{4) Apabila pinjaman/pembiayaan diberikan ber-
dasarkan prinsip bagi hasil maka rasio bagi
hasilnya untuk BUMN Pembina adalah mulai
dari 10% {sepuluh persen} {10 : 90) sampai
dengan paling banyak 50% (lima puluh pers-
en} {50 : 50} berdasarkan perjanjian.

6. Menyisipkan 1 {satu) BAB baru diantara BAB IV
dan BAB V yakni BAB IVA yang terdiri 4 {empat}
Pasal, vaitu Pasal 12A, Pasal 12B, Pasal 12C,
dan Pasal 12D, yang berbunyi sebagai berikut:

BAB IVA
PENYALURAN DANA PROGRAM KEMITRAAN
UNTUK USAHA MIKRC DAN KECIL
OLEH BUMN KHUSUS

| Pasal 12A

{1} Untuk mempercepat dan meningkatkan profe-
sionalisme dalam pengembangan dan pember-
dayaan ekonomi miikro dan kecil, BUMN Pem-
bina dapat memberikan pinjaman tanpa bunga
atau hibah dana Program Kemitraan kepada
BUMN di bidang jasa keuangan yang khusus
didirikan untuk pengembangan dan pember-
dayaan perekonomian rakyat yang selanjut-
nya disebut BUMN khusus,untuk melakukan
pinjaman permodatan dan/atau pembinaan ke-
pada usaha mikro dan kecil.

(2) Pemberian pinjaman tanpa bunga dan/atau
hibah sebagaimana dimaksud pada ayat {1},
dilakukan oleh Direksi BUMN Pembina setelah
mendapat persetujuan RUPS/Menteri.

-dan mekanisme yang berlaku di BUMN khusus
dimaksud.

(2) Selain ketentuan yang diatur dalam Bab
ini, ketentuan lain dalam Peraturan Menteri
ini tidak berlaku bagi BUMN khusus dalam
pelaksanaan pinjaman permodalan dan/atau
pembinaan kepada usaha mikro dan kecil seb-
agaimana dimaksud pada ayat {1).

Pasal 12C

Dalam penyaluran dana pinjaman atau hibah |

dari Program Kemitraan untuk pinjaman permoda- |

lan dan/atau pembinaan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 12B ayat (1}, semua risiko yang tim-
bul menjadi risiko BUMN khusus dimaksud.

Pasal 12D

BUMN Khusus membuat laporan pelaksanaan
pinjaman permodalan dan/atau pembinaan kepa- .
da usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 12B, sebagai bagian dari Laporan
Berkala Perusahaan.

Pasal Il

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tang-
gal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerin-
tahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indo-
nesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Juli 2017
MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA, '
ttd.
RINI M. SOEMARNO

(3) Pembebanan bunga atau bagi hasil kepada |

usaha mikro dan kecil oleh BUMN I;husus !

dimaksud, harus lebih kecil dari bunga atau

bagi hasil apabila pinjaman permodalan dan/

atau pembinaan menggunakan anggaran di
' luar dana pinjaman atau hibah tersebut.

Pasal 12B
{1) Pelaksanaan pinjaman permodalan dan/atau
pembinaan kepada usaha mikro dan kecil oleh
BUMN khusus sebagaimana dimaksud dalam-
Pasal 12A, dilakukan berdasarkan persyaratan

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 20 Juli 2017
DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
td.
WIDODC EKATJAHJANA

{BN)
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